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PENATAAN SISTEM DAN KELEMBAGAAN

DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK
" Oleh:
Paulus Hadisupraptq‘

ABSTRAK

Hukum  dilihat secara sistem didalamnya terkandung adanya
mekanisme  keija  kelembagaan yang berupaya - mewujudkan
fercapainya tujuan sistem hukum bersangkutan. Hukum Pidana Anak
sebagai  bagian dari Hukum Pidana pun pada hakikatnya
merupakan ketentuan norma-norma hukum yang secara sistematik
merupakan mekanisme bekefjanya kelembagaan yang diperankan
oleh lembaga penyelidik dan penyidikan (kepolisian), lembaga
penuntutan  (kejaksaan), lembaga  ajudikasi  (pengadilan),  dan
lembaga  pelaksana  pidana (lembaga pemasyarakatan). Telaah
substantif terhadap Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak belum sepenuhnya mampu mencerminkan dirinya
sebagai sistem hukum pidana anak (sebagai sistem ia harus
mengatur tentang hukum pidana anak materil dan formil). Demikian
Juga ditelaah dar aspek kelembagaan seperti dituntut oleh Undang-
Unadang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, teryata dikaji
operasionalisasi mekanisme bekerjanya kelembagaan pun belum
sesual dengan yang diharapkan. Alas dasar itu maka tidak
berkelebihan bila dalam penegakan hukum pidana anak, periu
adanya penalaan sistem dan kelembagaan sehingga apa yang
menjadi tujuan sistem peradilan pidana anak menjadi terwujud
secara konkrit dalam praktek-praktek penanganan anak-anak pelaku
delinkuen.

Kata Kunci :@ Penataan Sistem dan Kelembagaan, Hukum Pidana
Anak

A. Latar Belakang subsistem  berdampingan  dengan

subsistem-subsistem lain yang ada
di masyarakat misalnya, subsistem
politik, budaya, ekonomi, dan
sebagainya. Oleh karena itu tidak
mengherankan apabila proses kehi-
dupan hukum dalam mem-
perjuangkan keotonomiannya itu di

Hukum pada hakikatnya ber-
wajah ganda, ia pada satu sisi
merupakan sistem hukum yang oto-
nomi, namun pada lain pihak iapun
secara makro merupakan salah satu
subsistem dari sistem sosial yang

lebih besar. Hukum merupakan

P masyarakat pun secara aktual tidak
* Prof.Dr. Paulus Hadisuprapto, SH.MH adalah §
Guru Besar Hukum Pidana di Fakultas Hukum dapat d"epaSkan dari pengan"h_ dan
gzg::; dan staf pengajar pada program MIH interaksinya dengan subsistem-
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subsistem lain yang ada di masya- . pula halnya dengan hukum .pidana
rakat tersebut. anak (Juvenile  justice system)
Hukum disamping sebagai sub- sebagai sistem memerukan duku-
sistem, dalam dirinya sendii me- ngan  subsistem-subsistem - dengan
rupakan  sistem - otonom - yang fungsinya seperti di dalam hukum
memiliki tujuan dan logikanya sen- ‘pidana pada - umumnya. Sistem
diri. Dengan sendirinya ia pun lalu. Peradilan Pidana Anak  di dukung
memiliki. metode, sistematisasi dan -oleh adanya subsistem-subsistem
pengertian-pengertian  sendiri dalam' dengan fungsinya menyelidiki, me-
upayanya mencari tujuannya. Hukum- nyidik (kepolisian),r menuntut (kejak-
sebagai sistem otonom dengan saan), mengadili (Pengadilan - Pidana
tujuannya yang demikian itu dalam Anak) dan melaksanakan “pidana”
geraknya di masyarakat memerlukan - (Lembaga Permasyarakatan Anak).
dukungan kelembagaan yang me- 0 - ‘
mungkinkan .ia dapat terwujud da- B. PERMASALAHAN.
lam kehidupan masyarakat. . : a

Demikan juga halnya dengan Hukum pada umumnya dan
hukum pidana (termasuk hukum hukum pidana (anak) pada
pidana anak) di dalamnya tentu khususnya, dalam rangka mencapai
terkandung adanya sistem dengan tujuannya lewat sistem yang

tujuannya sendiri = (yang - bersifat dibangunnya memerlukan dukungan
kepidanaan tentunya) yang- di dalam kelembagaan yang mem “back-up”
geraknya di masyarakat memerlukan . dalam rangka terwujudnya apa  yang
dukungan - kelembagaan sesuai .de- - menjadi - tujuannya. Pertanyaannya
ngan fungsinya masing-masing da- - adalah - sampai seberapa  jauh
lam kerangka sistem peradilan pida- Hukum Pidana Anak ini memeriukan
na (criminal justice system). Fungsi penataan sistem dan kelembagaan
penyelidikan- dan penyidikan berada -dalam- rangka: mencapai tujuan
dalam = tanggungjawab kepolisian, dalam masyarakat. J

fungsi penuntutan berada dalam ‘

tanggung jawab kejaksaan, fungsi . C. PEMBAHASAN.

ajudikasi berada di tangan , 1 '
pngadilan, dan  fungsi pelaksanaan 1. HUKUM - SISTEM DAN:

keputusan pengadilan, berlangsung KELEMBAGAANNYA

di lembaga pemasyarakatan. Kepo- '

lisian, Kejaksaan, Pengadilan dan a. Hakikat Hukum

Lembaga - Koreksi ~~ (lembaga

Pemasyaratan) merupakan subsistem “Untuk mengawali pembahasan
dari sistem peradilan pidana. Begitu irii;”gda baiknya dikemukakan tentang
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cerita di bawah ini. Proses pem- tentu akan menampilkan  wajah
buatan  aturan hukum  tentang penegakan hukum yang senada
“dilarang menginjak rumput® di suatu dengan proses pembuatan  hu-
lokasi taman kota misalnya. Pem- kumnya, dan dengan sendirinya
buat hukum akan terlebih dahulu sistem dan kelembagaan hukumnya
mengamati, memperhatikan, dan pun mencerminkan wajah hukum
mempertimbangkan kebiasaan- yang demikian itu dalam masyarakat.
kebiasaan masyarakat yang muncul Sistem yang terkandung dalam
dan terekspresikan dalam perilaku peraturan seperti contoh  diatas
mereka sehari-hari sewaktu melewati dengan sendirinya tidak perlu
taman itu. Perilaku masyarakat disosialisasikan ke dalam masya-
ekspresi dari nilai-nilai dan rakat, karena sistem dan tujuan

kebiasaan-kebiasaan, itu akan tam-
pak dari rumput-rumput yang kering

hukum yang dibuat sudah sesuai
dengan kebiasaan-kebiasaan masya-

dan mati. Kering dan matinya rakat, demikian halnya  dengan
rumput itu lama kelamaan akan kelembagaannya.

membentuk  jalan setapak yang Pengertian dan hakikat hukum
memotong (entah diagonal, entah yang demikian sudah barang tentu
sejajar atau mungkin  berlingkar- memunculkan wajah penataan sistem
berlingkar) di rerumputan taman itu. dan kelembagaan hukum yang
Keberadaan jalan setapak itu segala sesuatunya berbasis pada
selanjutnya dijadikan dasar dan penelusuran dan pemantapan sistem
landasan pembuat hukum (larangan dan kelembagaan yang tampil
menginjak rumput di taman) untuk melengkapi norma-norma kebiasaan

memasang papan dengan tulisan yang berlaku di masyarakat. Kondisi
dilarang menginjak rumput demi demikian akan sangat berbeda bila
keindahan taman. Pemasangan kemudian hukum  dilihat dalam
papan larangan itu dipancangkan di konteksnya sebagai sarana pem-
pinggiran jalan setapak itu, maka bangunan masyarakat.

otomatis dengan sendirinya dipatuhi

oleh masyarakatnya karena penyu- ¢. Hukum Tools of Social
sunannya didasarkan atas kebiasaan Engineering

masyarakat yang diekspresikan lewat :

perilaku mereka berjalan memotong Hakikat hukum ini  memiliki

rerumputan  di  taman itu. Inilah
yang disebut efektivitas berlakunya

nuansa dan cara pandang ' yang
berbeda tentang apa yang menjadi

hukum dalam masyarakat. tujuan hukum dalam  kehidupan
Model pendekatan pembuatan masyarakat. Hukum menurut Roscoe
hukum yang demikian sudah barang Pound adalah “fools of social
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engineering’ atau “social engineering sini penataan sistem dan kelem-
by /aw hukum sebagai sarana bagaan menjadi  penting  dalam
pengendalian masyakarakat atau sa- kerangka efektivitas pemberiakuan
rana rekayasa sosial. Oleh Mochtar hukum dalam masyarakat. Pada
Koesoemaatmadja sewaktu jadi  tahap-tahap awal lazimnya
menteri  kehakiman memakai istlah pendekatan-pendekatan yang secara
‘hukum  sebagai sarana pem- relatif bersifat represif akan banyak
bangunan”. % tampil dalam upaye pengintegrasian

Model  managerial  hukumnya norma-norma  hukum yang “didik-
pun jadi lalu berbeda dengan tekkan” oleh “penguasa” ke dalam
hukum sebagai ‘“volkgeist” diatas. kehidupan masyarakat. Pada
Pendekatan yang diterapkan dalam tahapan-tahapan demikian lazimnya
model hukum sebagai sarana sistem yang terkandung dalam
pengendalian sosial atau sarana norma-norma hukum itu periu
rekayasa sosial lebih menekankan diformulasikan,  dirumuskan sejelas

pendekatan yang sifatnya “top-down

mungkin dan dimasyarakatkan (kalau

approaches’. Apa yang menjadi misi perlu lewat penyuluhan-penyuluhan
dan  visi  pimpinan  masyarakat dalam kerangka sosialisasi hukum).
diterjemahkan  dalam norma-norma Kelembagaan perlu ditata ulang
hukum dan diberlakukan dalam dalam upaya menyesuaikan dan
kehidupan masyarakat. Istilah-istilah mendukung sistem yang terkandung
seperti “kesadaran hukum” (bukan dalam norma hukum yang disusun
“perasaan hukum”) masyarakat menurut “persepsi” pimpinan
menjadi sangat populair, demikian masyarakat. Lembaga-lembaga periu
juga halnya dengan “sosialisasi ditata sedemikian rupa agar fungsi
hukum” pun menjadi istilah populair dan peranannya mampu mendukung
sebagai bagian dari upaya dan mengawali keberlakuan sistem
managemen hukum menuju  hukum yang ciptakan oleh
efektivitas keberlakuan hukum dalam ‘penguasa” dalam kehidupan ma-
masyarakat. syarakat.

Model hukum yang demikian Sebagai contoh managemen
sudah barang tentu akan hukum dalam model hukum sebagai
memerlukan pendekatan managerial sarana rekayasa sosial ini
hukum yang sangat berbeda dengan dikemukakan berikut ini. Berangkat
model hukum sebagai “volkgeist. Di dengan kasus yang sama yaitu

upaya pembuatan hukum tentang
*  satjipto Rahardja, llmu Hukum, Bandung : flarangan menginjak-injak rampat 4
Alumni, 1986, hal. 170-171 taman kota. Pertama-tama, peme-
rintah  kota menetapkan  desain
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